PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 10 TAHUN 1959
TENTANG
PENAMBAHAN BEA BALI K NAVA

Presi den Republik | ndonesi a,

Meni nbang :

a. bahwa ber hubung dengan keadaan keuangan Negara dewasa i ni
dianggap perlu untuk nenai kkan bea balik nama sebagai mana
tercantum dal am pasal 6 ayat (1) dan (2) dari Ordonansi Bea
Bal i k Nama 1924 (Staatsblad 1924 No.291) sebagai nana tel ah
di ubah dan ditanbah terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 48;

b. bahwa karena keadaan yang nenmaksa perubahan tersebut perlu
segera diatur dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang;

Mengi ngat

pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang
Dasar,

Mendengar
Menteri Keuangan;

Menut uskan:
Menet apkan :

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang penanbahan Bea
Bal i k Nama sebagai mana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan (2)
O donansi Bea Balik Nama (Staatsblad 1924 No. 291).

Pasal 1.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) diubah sebagai berikut :

"(1) Pajak berjum ah 10% di hitung dari juniah yang ditentukan
ber dasar akan pasal 7.

(2) Mengenai permasukan dal am perseroan atau per kunpul an yang
ber kedudukan di [Indonesia, yang nodal nya seluruhnya atau sebagi an
terbagi dal am saham saham yang dil akukan sebagai penyetoran atas
saham saham dem ki an, naka bi aya di kurangi sanpai 7 1/2 %

Pasal 2.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mnulai berl aku
pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap
pengenaan bea bali k nama tahun 1960.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini dal am
Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.



D t et apkan di Bogor
pada tanggal 26 Septenber 1959.

Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SCEKARNQO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Sept enber 1959.
Menteri Mida Kehaki man,
ttd.
SAHARDJIQ
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG No. 10 TAHUN 1959
t ent ang

PENAVBAHAN BEA BALI K NANA.

Sej ak tahun 1924 bea bal ik nama di pungut sebesar 5% dari
senmua perjanjian penyerahan harta tak bergerak yang terletak di
I ndonesi a, akata pentatatan kapal dan sebagai nya tercantum dal am
pasal 1 Ordonansi Bea Balik Nama. Hingga kini jum ah bea itu
ti dak pernah nengal am perubahan.

Ber hubung dengan usaha Peneri ntah untuk nenperbesar
peneri maan Negara dal am nenghadapi si atuasi keuangan dewasa ini,
maka di anggap sudah sepatnasnya tarip bea balik nama itu
di nai kkan menj adi 10% Mal ahan tidak dapat di sangkal pul a bahwa
kebanyakan orang yang pada waktu ini manpu nenbeli barang-barang
tak bergerak termasuk gol ongan orang-orang yang berada. Dengan
dem ki an maka penai kan bea dari 5% nenj adi 10% ti dak akan nenj adi
kesul it an.

Penai kan unt uk pemasukan dal am perseroan atau per kunpul an,
yang nodal nya sel uruhnya atau sebagi an terbagi dal am saham saham
dari 2% nmenjadi 7 1/ 2% nudah di nmengerti jika di hubungkan dengan
pasal 93 yo. 97 Aturan Bea Meterai, dimna untuk suatu penmasukan
sudah di kenakan bea neterai sebesar 2 1/ 2%

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 103 tahun 1959.

D ket ahui :
Menteri Muda Kehaki man,

ttd.
SAHARDJ O
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